LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI

NOMOR
:

TANGGAL
:

PERJANJIAN BEASISWA
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
:
………………………………………………………………………
N I M
:
………………………………………………………………………
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh:
Nama
:
………………………………………………………………………
N I P
:
………………………………………………………………………
Pangkat/Golongan Ruang
:
………………………………………………………………………
Jabatan
:
Direktur Akademi Metrologi dan Instrumentasi

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian beasiswa bagi pendidikan PIHAK KESATU pada Program Diploma Tiga Metrologi dan Instrumentasi di Akademi Metrologi dan Instrumentasi mulai bulan Agustus tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1

(1) Dalam rangka mencetak sumber daya manusia yang profesional di bidang metrologi, instrumentasi dan perdagangan, PIHAK KEDUA setuju untuk memberikan beasiswa kepada PIHAK KESATU untuk mengikuti pendidikan di Akademi Metrologi dan Instrumentasi.
(2) PIHAK KESATU setuju dan menerima beasiswa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA untuk mengikuti pendidikan di Akademi Metrologi dan Instrumentasi berdasarkan ketentuan dalam PERJANJIAN ini.
Pasal 2

(1) PIHAK KESATU dengan status penerima beasiswa memperoleh hak mendapat bantuan biaya pendidikan dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan, yang terbagi dalam 6 (enam) semester.
(2) Kewajiban PIHAK KESATU dengan status penerima beasiswa sebagai berikut:

a. sebelum mengikuti pendidikan, PIHAK KESATU wajib menandatangani surat perjanjian beasiswa. Perjanjian beasiswa sebagaimana dimaksud ditandatangani PIHAK KESATU oleh penerima beasiswa, PIHAK KEDUA oleh Direktur Akademi Metrologi dan Instrumentasi, serta diketahui oleh Sekretaris Jenderal atas nama Kementerian Perdagangan dan orang tua/wali PIHAK KESATU;

b. melaporkan alamat tempat tinggal kepada Direktur Akademi Metrologi dan Instrumentasi;
c. mengikuti seluruh proses perkuliahan dan mendapat gelar sesuai dengan program yang diambil;

d. menaati seluruh peraturan perundang-undangan; 
e. wajib mengikuti pendidikan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 
f.     
menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam program studi yang diikuti oleh PIHAK KESATU dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).
Pasal 3
PIHAK KEDUA dapat membatalkan pemberian beasiswa PIHAK KESATU apabila PIHAK KESATU:
a. terdapat bukti memberikan keterangan palsu baik terkait persyaratan seleksi penerimaan mahasiswa baru maupun dokumen lain selama mengikuti pendidikan;
b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;

c. penerima beasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri;

d. tidak mengikuti seluruh proses perkuliahan dan atau tidak mendapat gelar sesuai dengan program yang diambil;
e. tidak mendapat Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 2,5 (dua koma lima) pada skala 4 (empat) setiap akhir semester genap; dan/atau
f. tidak mungkin menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang ditentukan disebabkan tidak sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
Pasal 4
Dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini, dan mengakibatkan kelulusan menjadi terlambat, maka biaya yang timbul karena keterlambatan penyelesaian pendidikan dimaksud seluruhnya menjadi beban PIHAK KESATU.
Pasal 5
(1) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pembatalan pemberian beasiswa PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf e maka PIHAK KESATU dikenakan sanksi denda berupa pengembalian/menyetor ke kas negara atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan.
(2) PIHAK KESATU wajib mengembalikan seluruh biaya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) kepada Rekening Kas Negara sesuai peraturan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang berlaku.
(3) Dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2), maka PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk:

a. meminta kesanggupan keluarga/ahli waris PIHAK KESATU sebagai Penjamin PIHAK KESATU untuk mengambil alih tanggung jawab pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2);
b. melakukan penuntutan pemenuhan pengembalian biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) kepada Penjamin PIHAK KESATU; dan

c. melakukan tindakan hukum yang perlu untuk mengembalikan seluruh biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2). 
Pasal 6
(1) Dalam hal terjadi sengketa berkenaan dengan PERJANJIAN ini, maka kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan sengketa secara musyawarah mencapai mufakat.
(2) Dalam hal musyawarah tetap tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Bandung.

Pasal 7
Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur serta perubahan-perubahan dalam PERJANJIAN ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan para pihak yang akan dituangkan ke dalam bentuk PERJANJIAN TAMBAHAN (addendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari PERJANJIAN ini.
Demikian PERJANJIAN ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, serta ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang 1 (satu) oleh masing-masing pihak.
Bandung, ………………………… 2019
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	…………………………..
NIM. …………………….
	…………………………..
NIP. …………………….


Mengetahui
a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Sekretaris Jenderal,
…………………………..
NIP. …………………….
	Mengetahui

	Orang tua/wali,



	………………………………


